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ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya memiliki nilal universal. Nilai universal
berarti tidak mengenal batas ruang dan wakie, yang kemudian diterjemahkan dalam
berbagai produk hukum nasional. Hak Asasi Manusia (HAM) kini mulaj menjadi
sorotan masyarakal internasional dan dipandang potensial schagai salah satu isu
inlernasional pada masa yang akan datang. Akibalnya, kepedulion publik lerhadap
masalah tersebut akhir-akhir ini semakin meningkat, Masalah hak asasi manusia sudal,
sefuy sejarah perkembangan masyarakat terutama dalam memperjuangkan ana vang kini
discbut sehagai demokrasi. Komunitas internasional dan para pemimpin duria juga
didesak untuk scgera menckan rejim kemunis China supaya memperbaiki catatan Hak
Asnsi Manusia-nya yang buruk di Tibet manpun di Daratan China. Berdasarkan uraian
tiatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan Bapaimanakah bentuk-bentulk
pelanpparan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah Ching terhadap penduduk sipil
di Tibet dan Apasajakah aspek hukum yang telah iilangzar oleh pemerintah China
schubungan dengan penverangan terhadap penduduk sipil di Tibet tabun 2008, Dalam
melaksanakan penelitian guna menpetahui  bagaimana mengenai Tinjavan  Yuridis
Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Pemeriniah China Terhadap
Penduduk Sipil Di Tibet, maka penclitian dilakukan dengan yuridis normatif, Insiden
kekerasan yang terjadi di Lhasa, Tibet pada tangeal 14 Manet 2008 yang menewaskar
rtusan Jiwa manusia tak berdosa adalah schuah pelanpparan Hak Asasi Manosis
{HAM) yang berat, Karena i, penpuasa China harus scpera membehaskan rak vat Tibet
dari sepala bentuk penindasan schelum pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008, Walau
mendapat hak otonoemi khusus, namun pelanggaran ak Asasi Manusia seperti represi,
penolakan kebebasan beragama, perusakan tempat ibadah, dan politisasi agama terus
terjadi di Tibet hinpga sekarang. Hal ini kurang tersorol media karena ditutup-tuztupi
olch perbangunan dan proyek modernisasi Tibet, Perjuanpan kemerdekann terhadap
Tibet dari China harus didukung sepenulinya oleh stapa saja vang menpeakui demokrasi
dan Hak Asasi Manusia sebagai prinsip kehidupan yang mengatur hubungan di antar
manusia,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dekade terakhir abad 20 ditandai dengan berbogal perubaban mendasar
dalam hubungan  Internssional. Berbagai isu yang selama perang  dingin
lermaninatkan, pada pasca perang dingin menjadi isu-isu penting, Sulah satu isu
vang menjadi sorotan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Perhatian masyarnkat
mternasional pada isu-isu Hak Asasi Manvsia (ITAM) jupa didorong oleh proses
transisi - demokratis  di beberapa Negarma  berkembang,' Schingpa  tidak
mengherankan bahwa semakin maju dan modernnya suatu negara maka scmakin
banyak pula variasi bentuk dan cara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang
terjacli.

[lak Asasi Manusia (HAM) dipercaya memiliki nilal universal, Nilai
umiversal beranti fidak mengenal batas ruang dan waktu, yang kemudian
diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional. Bahkan nilai universal ini
dikukuhkan dalam  berbagai instrumen internasional.  termasuk perjanjian
miernasional  dibidang  Hak  Asssi Manusia (HAM), scperti  dutermational
Convenani on Civil and Political Rights, Internationa! Convenani on Economic,
Social and Cultural Rights, Imternational Convention on the Elimination af All
Forms of Racial Discrimination, dan lain-lain.

Musalah hak asasi manusia kini mulai menjodi sorotan masyarakat

intermasional dan dipandang potensial schapal salah satu jsu internasional pada

' Direktoral Jenderal Keusama ASEAN Departemen Lunr Megeri Republik Indonesia, 2002,
“Kerfasama ASEAN Datam Lpava Menwier Terbenncmea Mekarisme HAM DF Asean™ Hal |,



masa yang akan datang. Akibatnya, kepedulian publik terhadap masalah terscbul
okhir-akhir ini semakin meningkal, Masalah hak asasi manusin sudah setua
sejarah perkembangan masyarakal terutama dalam memperjunngkan apa vang kini
discbut sebagai demokrasi.

Secara empitis historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan
hak asasi manusia dapat dilacak kembali pada lahimya Magna Charta 1215,
Glorions Revolution 1688, deklarasi kemerdekoan Amerika, pemikiran Trias
Politika, kontrak sosial, dan sebagainva, Hok asasi manusin (Human Righi)
dirumuskan wntuk perlama kalinya dalam Revolusi Amerika (Declaration of
fndependence) pada tangeal 4 Juli 1776 oleh Thomas JefTerson vang kemidian
menjadi Presiden USA, yang menyvatakan bahwa semua manusia dititahkan dalam
keadaan sama dan juga dikaruniai oleh Yang Maba Kuasa beberapa hak vang
tetap dan melekat pada mercka.

Sceara sederhana Hak Asasi Manusia dapat diantiken schagai hak dasar
(asasi), yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya schagai
manusia, Tanpa adanya hak tersebul manusia akan kehilangan backat dan
martabatnya scbagal manusia. Hak Asasi Manusia adalah haok dasar atan hak
pokok manusia yang dibawa sejak lahir sehagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,
bukan pemberian manusia ataw penpguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi
hidup dan kehidupan manusia dan juga bersilat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas
dan dan dalam kehidupan manusia, schagai penyandang dari hak tersebul,

Setelah dunia mengalami dus perang yang melibatkan hampie seluruh
kawasan dunia, dimana hak-hak asasi manusio pada saat it diinjak-injak, timbul

keinginan untuk merumuskan hak-bak manusia o di dalam satu naskah



internasional. Usaba ini baru dimulai pada tohun 1948 dengan dilerimanya
permyataan sedunia lentang hak-hak azasi manusia (Civersal Declaration of
{luman: Right} oleh nepara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bonpsu-
Bangsa. Dengan kata lain, lahimya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi
alas Kejahatan keji kemanusisan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di
Jerman selama dekade 1933 sampai tahun 1943,

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan denpan tegas
bahwa semua orang dilabirkan merdeka dan mempunyai marlabat dan hak-hak
yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan
pergaulan  satu sama  lain dalam  persaudaraan. Oleh karena it tidak
diperkenanken adanya perlakuan kejam dan penviksaan terhadap dan penghinaan
terhadap setiap orang, sebapaimana yang termasuk dalam Deklarast Umum Hak
Asasi Manusia, Namun demikian kekernsan yang dilakukan Pemerintah Republik
Rakyal China (RRC) di Tibet jelas berlentangan dengan  prinsip-prinsip
kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.

Tibet merupakan kasus khas sebuah bangsa di Asia dengan latar
persamaan budaya dan bahasanya, yang bertali dengan sebuah ruang (eritor
terientu. Pendudukan pemerintah Republik Rakyst China tahun 1949 atas Tibel
didasarkan pada imagi relasi Tibet dengan imperium China selama 700 tahun,
teratama 200 tahun di masa lalu,

Pemenntali Tibet di Pengasingan (The Government of Tiber in Frile)

dalam situs resminya htpfwaw tibetecom! menulis gerakan resistensi terhadap

pemerintah China dimulai sejak tahun 1932, dan semakin meluas tahun 1959,

Resistensi rakyat Tibet terus menyeruak berbanding lurus denpan kekerasan yang

el



memmpanya. Dischutkan 87 ribu nvawa hilang dalam hitungan bulan Maret 16959
bingea Oktober 1960 di Tibet Tengah, Selain ditekan melalu kebhakan bahasa,
agama, dan budaya, posisi rakyat Tibet erus terdesak. Kini, di Lhasa, ibukota
Tibet, rakyat etnik Tibet tingpal berjumlah separuh dibanding rakyot non-Tibel,
terutama terdesak oleh etnik Han, kelompok etnik dominan China.

Pemerintah China terus melakukan pelangparan yang serius. Tibet yang
secara terbuka menentang kebijakan atau pandangan pemerimiah Chioa alau
memprotes menenlang wewenang pemenntah menghadapi ganggoan, penahanan
tlan pemenjaraan oleh pemerintah dan penpuasa keamanan, Crangguan-gangpuan
ethadap  ketertiban  umum  dan  protes  yang  menghimbau apar  keluhan
didengarkan meningkat secara signifikan dan beberapa kejadian ditindas dengan
kekerasan, Langkah-langkah utama untuk meningkatkan wewenang peradilan dan
mengurangi  kekuasaan  arbiter polisi dan pasukan  keamanan menalami
kebuntuan, Pembatasan media dan internet terus berlangsung.  Penindasan
terchadap kelompok-kelompok minoritas terus berlangsung, khususnya terhadap
suku  Uighur dan Tibet, Undang-undang apama  baru yang  memperloas
perlindungan hukum bagi kegintan tertentu dan kelompok-kelompok  agama
terdafiar diloloskan, tetapi penindasan terhadap kelompok-kelompok agama tidak
terdaftar terus berlangsung, sepeni penindasan terhadap serakan sparitual Falun
Gung-l

Aksi kerusuban di Tibet belakangan merupakan aksi tecbesar dalam 5

dasawarsa terukhir yang ditjukan untuk menentang pemerintah China. China

* Leporan Penyelenzzaman Hok Asasi Mansi Mogara-Megarm - 2008, Dikelashen ofsh Riro
Demokrasi, Hak Asnsi dan Pekerja, & Maret 26
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telah menuduh Dalai Lama terlibat dalam pergolakan tersebul. Sementara Dalai
L.ama menckankan bahwa yang diinginkannya adalah kewenangan otonomi vang
lebil besar di Tibet dan bukan kemerdekaan, 2

Insiden kekerasan yang terjadi di Lhasa, Tibet pada tanggal 14 Maret 2008
yang menewaskan ratusan jiwa manusia tak berdosa adalah sebuah pelangezaran
Hak Asasi Manusia {(HAM) yang beral. Karena i, penpuasa China harus segera
membebaskan rakyat Tibet dari sepala bentuk penindasan sebelum pelaksanaan
Olimpiade Beijing 2008, Komunitas interasional dan para pemimpin dunia juga
didesak untuk sepera menekan rejim komunis China supava memperbaiki catatan
HAM-nya yang buruk i Tibet maupun di Daratan China.”

Peristiven ini mirip kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Waktu yang dipilih pun
sangat lepal, DN kala pemerintah China tengah mempersiapkan acara ‘mini
Olimpiade’ sebagai prefude untuk Olimpiade schenamya yang akan digefar pada
8-24 Agustus mendatang, kerusuhan pun pecah, Rakvat Tibel, merasa makin tak
puas sclama lebih dari 50 tahun berada di bawah penjajahan China, Mercka, sckali
lagi, melakukan perlawanan. Kali ini denpan cara parang,”

Schubungan dengan hal tersebit, maka penulis tertaik untuk membahas
mengenni hal terscbut dalam judul @ *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH PEMERINTAIL
CHINA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TIBET (Studi Kasus

Penyerangan Penduduk Sipil Di Tibet Tahun 20087,

T w, K nmpas. Com di akses pada tanggal 10 April 2008
 wwwe Tienekokbany, Wordpress Coan di akses pads tanggal 19 Marer 2008
; www Inilzh.com di akses pada fanggal 35 Mer 2008,




BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

. Bentuk-bentuk pelanggamn Hak Asast Manesia (HAM) olch pemerintah

China terhadap penduduk sipil di Tihet adalab ;

a.  Tindakan represif Tiongkok terhadap rakyat Tibet

Tindakan represil justm semakin intensif dilakukan oleh penguasa China
menjelang dilangsungkannya Climpiade Beljing 2008, Tekanan terhadap
kegialan keagamaan i kil Tibet semakin meningkal sciak akhic 2007
lalu. Selain Tibet, sasaran tembaknya adalah kelompok-kelompok yang
dianpgapnya polensial mengpapalkan pesta olab ropa dunia o, Keadaan
Tibet yang represif. membuat banyak warganya yang hendak melarkan
dirt ke lwar neper.

b.  Penelakan Kebebasan Berapama dan Perusakan Tempal Thadah.,

121 kota-kota besar China didinkan banyak tempat ibadal dari Berbagai
agama. Lebith megah lag tempat thadah yang terdapat di sejumlah kota
pesisir yang maju pesal dibidang ckonomi. Realitasnya itu hanyalah
sebuah “kamuflase™ untuk mempercantik dinl dihadapan investor asing,
sebab agama dan kepercayvaan masyarakat masih dikontrol secara ketal.
Semua kegiatan keagamaan harus tunduk dibawah lembaga agama yang
dikendalikan partal, Sclmn ilu kegatan dan eksprest agama juga dilarang

ketat di sekolah negara,
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€. Politisasi Apama
Tekonan yang terus meningkat pesat, bal vang ok dapal dibavangkan
orang serta lusinan pelanggaran HAM, penolakan kebebasan berapama
dan mempolitisir masalah agama.
d.  Adanya Genosida Budaya
Menurut Statuta Roma tahun 1998, genosida Jalah Perbuatan vang
dilakvkan dengan maksud untuk  menghoncurkon man memusnabkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa. ras, kelompok etnis, kelompok
agama  dengan cara membunub angpota kelompok, mengakibatkan
penderitaan fisik atas mental yang berat terhadap anppota kelompok,
menciptakan kondisi kehidupan kelompok vang menciptakon kemusnaban
secara fisik scbapian atau scluruhnya, melakukan tindakan mencegah
kelahiran dalam kelompok; memindahkan sccara paksa anak-anak dalam
kelompok ke kelompok lain, Geposida budava ind mernjuk pada aksi
pemerintah China yang mendorong masukan etnis Han, dari China bagian
lain, ke Tibet. Pemusnahan budaya Tibet sedang berlangsung,
Kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) i
Tibel pada tanggal 14 Maret 2008 bertentanpan denpan prinsip-prinsip
perikemanusiaan vanp diatur dalam :
a. DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asast Manusia) di dalam pasal 1,
pasal 5 dan pasal 1%

I, Statuta Roma fabun 1998 dalim Pasal 6-7.
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